
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kegiatan pembangunan nasional yang berkelanjutan 

memerlukan perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan nasional guna 

memperoleh jaminan kepastian hukum. Dalam rangka upaya mencapai cita-cita 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 

1945 sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar 

1945, guna mecapai tujuan langkah itu langkah dan kebijakan pembangunan 

haruslah dapat memanfaatkan segala sumber daya yang kita miliki, baik itu 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk indonesia pada saat ini, yang berdampak pada kebutuhan akan 

tanah atau rumah semakin meningkat. 

Tanah berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan  negara dan 

rakyat yang semakin beragam dan meningkat.1 Bahkan mendorong meningkatnya 

kegiatan jual beli tanah sebagian  salah satu bentuk proses peralihan hak atas 

tanah. Berkembangnya berbagai aktivitas anggota masyarakat guna 

memanfaatkan tanah telah mendorong adanya pengaturan perihal sistem 

penyediaan tanah untuk perumahan dan pemukiman, mengingat tanah merupakan 

sumber daya alam yang tidak bertambah. Akan tetapi harus digunakan dan 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang 

diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 dalam pasal 28H ayat (1) antara lain 

dinyatakan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.2 

                                                           
 1 Boedi Hartono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Trisakti,2003), hlm 3.  

2 Undang-undang Dasar Repulik Indonesia 1945 Amandemen ke 4. 
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Adapun pada kenyataannya banyak dari mereka yang tidak mempunyai 

dana cukup, tetapi ingin memiliki tanah atau rumah, salah satu prosedur yang bisa 

ditempuh untuk memiliki tanah atau rumah adalah jual beli secara angsuran. Jual 

beli secara angsuran ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

tetapi lembaga ini timbul dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat yang 

semakin berkembang pada saat ini. Oleh karena itu, dasar hukum jual beli secara 

angsuran harus tunduk pada hukum perjanjian yang berlaku, hal ini berdasarkan 

ketentuan pasal 1319 kitab undang-undang hukum perdata.  

         Isi pasal 1319 dapat kita simpulkan bahwa dasar hukum dari jual beli secara 

angsuran adalah kentuan-ketentuan hukum perikatan (Verbintenissen 

rechts).Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk melakukan proses jual beli 

secara angsuran adalah dengan dibuatkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) sebelum dibuatkannya akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Pada dasarnya para pihak dapat memperjanjikan apa saja yang di 

kehendaki sesuai dengan kesepakatan mereka, yang kemudian dituangkan dalam 

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), prinsip ini dikenal sebagai 

“Kebebasan berkontrak” yamg diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata  yang bunyinya sebagai berikut:3 “Semua perjanjian yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal.4 Dengan demikian hukum perjanjian yang dapat disimpulkan dari ketentuan 

pasal 1313,1338 dan 1340 kitab undang-undang hukum perdata dan terdiri atas 

kebebasan berkontrak.  

Sebagaimana kita ketahui, untuk terjadinya jual beli dihadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah lunas harga jual belinya. Ini dikarenakan 

bahwa hukum agraria kita menganut sistem adat dan asas-asas hukum adat seperti 

                                                           
3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

4 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta:PT.Intermasa, 1998). Hlm. 1. 
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tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi dan ruang angkasa ialah hukum adat, 

sepanjang tidak bertentangan dengn kepentingan nasional dan negara. Yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme indonesia serta 

dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undnag-undang ini dan 

dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan 

mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 

Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi 

sebagai suatu perjanjian pendahuluan dan betuknya bebas, pada umumnya suatu 

perjanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya 

perjanjian pokok merupakan tujuan akhir dari para pihak.5 

R.Subekti dalam bukunya menyatakan pengikatan jual beli adalah 

perjanjian para antara pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanaknnya 

jual beli jual beli dikarenakan adanya unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli 

tersebut antara lain adalah sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih proses, 

atau belum terjadinya pelunasan harga atau pajak-pajak yang dikenakan terhadap 

jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau pembeli.6 

Perjanjian pengikatan jual beli tersebut sah apabila sesuai dengan pasal 1320 

KUHperdata, yaitu mengandung (empat) syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal 

Salah satu strategi pengembang kawasan perumahan untuk menarik minat 

konsumen adalah dengan penjualan tanah dan bangunan, yang akan didirikan 

nanti disesuaikan dengan selera konsumen dan strategi uang muka rumah dapat 

                                                           
5 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, (Bandung: 

PT.Citra  Aditya Bakti, 2007), hlm 270. 

6 Subekti, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT.Bima Cipta, 1998). hlm 270. 
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dicicil seiring dengan pembangunan rumah yang dipesan, kemudian melakukan 

pengikatan jual beli dengan konsumen untuk tanah dan bangunan (perumahan) 

yang akan di jualnya.  

Pengikatan jual beli yang dilakukan antara pengembang dengan 

pembelinya, pada umumnya dilakukan dengan cara pembeli melakukan 

pembayaran secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan di 

sepakati bersama. Sebaliknya para pengembang mengikatkan dirinya kepada 

pembeli untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jadwal yang telah 

disepakati bersama pula. Maka dalam hal ini merupakan suatu kewajiban bagi 

pembeli untuk membayar pada jadwal yang telah ditentukan, juga dapat 

ditetapkan dengan cara menjanjikan suatu syarat yang bersifat timbal balik, 

Contohnya, bila pengembang telah menyelesaikan tugasnya maka pihak pembeli 

melakukan pembayaran.7 

Mengacu kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu 

(penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan 

pihak lainnya (sipembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas 

sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan milik tersebut.8 Pasal 1457 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : 

 

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain 

untuk membayar harga yang telah di janjikan” 

 

Dengan memperhatikan rumusan masalah dalam pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut dapat dipahami jual beli termasuk kedalam  

perjanjian kebendaan yang merupakan wujud pelaksanaan perjanjian pengikatan 

jual beli yang bersifat obligatoir yang membebankan kewajiban bagi para pihak 

terkait. Disamping itu sesuai dengan asas konsensuil yang menjadi dasar 

                                                           
7 Website:http://www.ejournal-s1.undip.id/index.php/dlr/ 

8 Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung:PT.Citra Aditya,1995), Hlm. 1. 
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perjanjian, jual beli itu sudah terjadi dan mengikat secara sah bagi kedua belah 

pihak.9 

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanah dalam hal ini biasanya masalah 

yang mungkin timbul adalah ketidakpastian unsur perjanjian dan pembelian antara 

lain, surat tanah yang masih belum terwujud karena masih dalam proses, masih 

belum membayar pajak yang dipakai atas penjualan tanah yang belum dibayar 

oleh para penjual. Perjanjian pengikatan jual beli tanah (PPJB) lahir akibat 

terlambatnya/dapatnya sejumlah syarat yang ditentukan oleh Undang-undang 

berkaitan dengan jual beli hak diatas tanah yang akhirnya sedikit menghalangi 

penyelesaian unsur niaga didalam jual beli tanah. Jalannya suatu perjanjian 

terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila suatu perjanjian 

dilanggar atau tidak ditepati seperti apa yang telah disepakati dalam perjanjian 

maka pihak yang belum memenuhi kewajibannya telah gagal melakukan prestasi. 

Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya “Hukum Perdata Indonesia” 

menuliskan bahwa wanprestasi maknanya tidak memenuhi kewajiban yang telah 

disetujui dalam perikatan.10 Wanprestasi (lalainya sama kealpaan) salah satu 

pihak dalam perjanjian ada empat kategori:  

1. Tidak mengerjakan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang 

dijanjikan; 

3. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk 

dilakukan. 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.11 

Berdasarkan keterangan diatas terlihat, perjanjian pengikatan jual beli 

dalam prakteknya sering dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan 

notaris, sehingga akta pengikatan jual beli merupakan akta yang memiliki 

kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini dimaksudkan oleh para pihak untuk 

                                                           
9 Abdul Kadir Muhamad. Hukum Perdata Indonesia, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2011), Hlm. 

319. 

10 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 

hlm. 241. 

11 Subekti, op.cit, hlm. 45. 
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lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang 

membuatnya. Karena notaris dalam membuat suatu akta tidak berpihak dan 

menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. Dengan bantuan notaris para 

pihak yang yang membuat perjanjian pengikatan jual beli akan mendapatkan 

bantuan dalam merumuskan hal hal yang akan diperjanjikan. Namun suatu 

perjanjian tidak dapat selamanya dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang 

diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan 

terjadinya berbagai hal, yang berakibat suatu perjanjian mengalami pembatalan, 

baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. 

 Dari sisi pelaksanaan pengikatan jual beli tanah menjadi menarik untuk 

dikaji lebih lanjut mengingat perjanjian pengikatan jual beli merupakan suatu 

perbuatan hukum yang mendahului proses peralihan hak atas tanah. Sebagai suatu 

bentuk dari perikatan, perjanjian, pengikatan jual beli tanah mengandung hak dan 

kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah 

disepakati dalam akta pengikatan jual beli dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para 

pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi 

wanprestasi. Namun dalam prakteknya perjanjian pengikatan jual beli 

dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas 

kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan perjanjian pengikatan jual beli tanah 

tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Dibatalkannya 

suatu akta perjanjian yang dibuat secara autentik tentu akan membawa 

konsekuensi yuridis tertentu. 

Selanjutnya pada penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian pada permasalahan yang ditemukan dalam putusan Nomor 

571/pdt/2017/PT.BDG, Nomor 190/PDT/2018/PT.BDG, masalah sengketa  

Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan. 
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Tabel 1.1 data  Putusan pengadilan tentang sengketa Pengikatan Jual Beli. 

Kasus Akta Putusan Hakim 

Putusan No. 

571/Pdt/2017/PT.BDG 

Perjanjian 

Pengikatan Jual 

Beli Tanah 

Menyatakan mengabulkan 

gugatan penggugat untuk 

sebagian, Menolak gugatan 

penggugat untuk sebagian dan 

selebihnya 

Putusan No. 

190/Pdt/2018/PT. BDG 

Perjanjian 

Pengikatan Jual 

Beli Tanah dan 

Bangunan 

Menyatakan 

menolak eksepsi tergugat, 

menolak gugatan penggugat 

untuk seluruhnya, 

menghukum penggugat untuk 

membayar biaya yang timbul 

dalam perkara ini. 

 

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas  maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut dan mendalam mengenai keberadaan akta perjanjian jual 

beli tanah dengan judul: PEMBATALAN JUAL BELI TANAH DAN 

BANGUNAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI . 

 

1.2.Identifikasi  Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

diketahui identifikasi masalah pada penelitian ini adalah mengenai praktek 

Perjanjian Pengikatan jual beli tanah dan bangunan tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, karena masih ada salah satu pihak yang 

dirugikan yang tidak sesuai dengan kesepaktan dengan isi perjanjian pengikatan 

jual beli tanah dan bangunan. 
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1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apa akibat hukum pembatalan jual beli tanah  dan bangunan dalam 

perjanjian pengikatan jual beli? 

2. Bagaimana hakim memutuskan sengketa pembatalan jual beli tanah dan 

bangunan dalam pengikatan jual beli  di pengadilan? 

 

1.4. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan penelitian 

Dalam setiap penelitian tentu dan pasti mempunyai tujuan yang diharapkan 

dari penelitian tersebut. Tujuan penelitian tersebut dibuat untuk menganalisis 

sebagai berikut: 

1. Apa akibat hukum pembatalan jual beli tanah dan bangunan dalam 

perjanjian pengikatan jual beli? 

2. Bagaimana hakim memutuskan sengketa pembatalan  dalam  jual beli 

tanah dan bangunan dalam pengikatan jual beli di pengadilan? 

 

1.4.2.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan masukan 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perjanjian yang 

terkait dengan peralihan hak atas tanah. 

Dalam penulisan ini, penulis mengharapkan suatu hasil penelitian 

yang mampu memberikan sumbangsih bagi ilmu hukum, khususnya 

Hukum Perikatan.  
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2. Manfaat Praktis 

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini 

mampu memberikan manfaat secara praktis yaitu: 

a. Memberikan sumbangan kepada para pihak yang terkait dalam 

praktek pengikatan jual beli tanah dan bangunan. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mangatasi 

pembatalan dalam praktek pengikatan jual beli tanah dan bangunan. 

 

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran 

1.5.1. Kerangka Teoritis 

1. Teori Perjanjian 

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai 

harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak 

lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 12Menurut subekti perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.13 

Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat 

hukum.14 

Sedangkan pengertian perjanjian dalam kitab undang-undang 

Hukum Perdata (KUHper) diatur dalam pasal 1313 yaitu: “Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” 

                                                           
12 Wirjono prodjodikoro, Asas-asas Hukum perjanjian,  (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011), 

    hlm. 1. 

13 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Itermasa, 1990), hlm. 1. 

14 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW),  (Jakarta: PT. Sinar Grafika,2011),  

   hlm. 161. 
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Dari definisi perjanjian yang diterangkan diatas terlihat bahwa 

suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung 

janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara 

tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum. 

2. Teori Kehendak (wilstheorie) 

Dalam suatu perjanjian, pada asasnya KUHperdata tidak 

mensyaratkan suatu bentuk pernyataan kehendak tertentu hanya saja, 

untuk beberapa perjanjian tertentu diisyaratkan agar kesepakatan 

(pertemuan kehendak dari para pihak) tersebut, harus dituangkan dalam 

bentuk tertentu. Begitu juga untuk beberapa perbuatan tertentu, hukum 

perdata mensyaratkan dalam bentuk tertulis, atau bahkan dalam bentuk 

suatu akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh Pejabat/Notaris. Pasal 1338 

KUHperdata berbunyi: 

a. Semua perjanjain yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. 

b. Suatu  perjanjian tidak ditarik kembali selama dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 

dinyatakan cukup untuk itu. 

c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik 

Ketentuan pasal 1338 KUHPerdata tersebut memberikan suatu 

gambaran bahwa: Perjanjian yang timbul mengikat mereka sebagai 

Undang-Undang. Untuk timbulnya perjanjian selain harus ada kesesuaian 

kehendak antara kedua belah pihak, juga harus ada pernyataan dari kedua 

pihak, yang mengutarakan kehendak mereka. Pernyataan kehendak 

tersebut, selain ditujukan kepada pihak lain, juga ditujukan kepada akibat 

hukum yang diharapkan timbul dari tindakannya. Akibat hukum yang 

muncul berkaitan erat dengan syarat-syarat penawaran pihak yang satu, 

maka pernyataan kehendak pihak yang lain tersebut harus sesuai dengan 

penawaran atau pernyataan kehendak pihak lawan. 
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Konsekuensi dari diberlakukannya teori kehendak adalah apabila 

sesorang memberikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan 

kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya. Perjanjian 

tidak muncul atas dasar pernyataan yang tidak dikehendaki, sehingga agar 

pernyataan mengikat, ia harus didasarkan atas kehendak. Masalah dari 

teori kehendak tersebut adalah dalam hal: tidak mudah membuktikan 

adanya suatu kekeliruan, apabila kehendak berbeda atau keliru dengan apa 

yang dinyatakan. Beban pembuktian terletak pada pihak yang menuntut 

pembatalan perjanjian tersebut, meskipun demikian, menurut teori 

kehendak ini, pernyataan kehendak harus ada hubungannya, hanya saja 

yang utama adalah kehendaknya. Sehingga apabila terjadi perbedaan 

antara pernyataan kehendak dan kehendak yang dimaksud, maka yang 

digunakan untuk menetapkan ada atau tidaknya kata sepakat adalah unsur 

kehendaknya. 

 

1.5.2. Kerangka Konseptual 

Konsep berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu 

kegiatan berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsep 

merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsep yang diterjemahkan 

sebagai suatu uasaha membawa suatu abstrak menjadi suatu  kongkrit yang 

disebut dengan operational definition.15 

Untuk mempermudah alur berfikir dari penelitian skripsi ini, maka dapat 

dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada 

kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan 

hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan dan mengarahkan 

asumsi mengenai domain yang diteliti. Kerangka konseptual memberikan 

petunjuk kepada peneliti didalam merumuskan masalah penelitian. Dimana teori 

konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai: 

                                                           
15 Rusdi Malik, Penemu Agama Dalam Indonesia, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), hlm 15 
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1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian antar pihak penjual 

dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya 

unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah 

sertifikat hak atas tanah belum ada karena masih dalam proses, atau belum 

terjadinya jual beli hak atas tanah belum dapat dibayar baik oleh penjual atau 

pembeli.16 

2. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan yang paling atas sekali. 17 

3. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang 

lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.18 

4. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 19 

5. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak 

yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, 

sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang 

terdiri atas sejumlah uang berbagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.20 

6. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar 

harga yang telah diperjanjikan.21 

7. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum 

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.22 

                                                           
16 Perjanjian Pengikatan Jual Beli,”http:/wwwlegalakses.com/yang –perlu-diperhatikan-dalam-

perjanjian-pengikatan-jual-beli-ppjb/,diakses tanggal 22 Nopember 2015.  

17 G. Kartasaputra dkk, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan Tanah, 

(Jakarta: PT. Meltron, 1991), hlm. 3. 

18 Subekti,Loc., Cit,hlm. 1. 

19 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum perdata (Burgelijk Wetbook), diterjemahkan oleh 

Subekti dan Tjitrosubdibio, (Jakarat: Pradnya Paramita, 2001, Pasal 1313). 

20 Ibid., Pasal 1457. 

21 Ibid. 

22 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, LN No. 52, Pasal 1 angka 1. 
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8. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

berkuasa itu ditempat dimana akta dibuatnya.23 

9. Kreditur atau disebut juga si berpiutang adalah pihak yang berhak menuntut 

sesuatu.24 

10. Debitur atau disebut juga si berutang adalah pihak yang berkewajiban 

memenuhi tuntutan.25 

11. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksankan oleh debitur yang 

merupakan hak dari kreditur26 

12. Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati27 

 

                                                           
23 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Alumni, Bandung 1996), hlm. 12. 

24 Ibid. 

25 Ibid. 

26 Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, Mengenal Hukum Perdata, (Jakarta:CV Gitama 

Jaya,2008), hlm. 140. 

27 Ibid., hlm. 141. 
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1.5.3. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pembukaan Undang-undang 

Dasar 1945 

Pasal 1238, 1243 

KUHperdata (wanprestasi) 

Undang-undang 

Dasar 1945 Pasal 

28H ayat (1) 

Pasal 1338 

KUHperdata 

(kebebasan 

berkontrak) 

Pasal 1320 

KUHperdata (syarat 

sah perjanjian) 

Pasal 1457 KUHperdata 

(Jual beli merupakan 

perjanjian antara para pihak 

untuk memenuhi prestasi 

yang diperjanjiakan 

Studi kasus putusan Nomor : 

571/Pdt/2017/PT.BDG, 190/PDT/2018/PT.BDG. 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang pada dasarnya memiliki 

batasan masing-masing namun saling berkaitan satu sama lainnya, berikut adalah 

sistematika penulisan dari penulis: 

 

BAB  I : PENDAHULUAN 

Dalam Pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang  

permasalahan, yaitu hal-hal apa saja yang membuat penulis tertarik dengan 

masalah ini, yang akan dibahas meliputi latar belakang masalah, Identifikasi 

Masalah, tujuan dan manfaat penelitian , kerangka teoritis, Kerangka Konseptual, 

dan Kerangka Pemikiran serta sistematika penulisan yang secara ringkas 

menggambarkan isi keseluruhan dari skripsi ini. 

 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Pengertian perjanjian, Lahirnya 

perjanjian, Jenis-jenis perjanjian, Syarat sahnya  suatu perjanjian, Asas-asas 

perjanjian, Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, Hapusnya perjanjian 

dan berakhirnya perikatan, keadaan memaksa, Tinjauan umum pengikatan jual 

beli, Pengertian dan unsur-unsur dalam pengikatan jual beli, Fungsi perjanjian 

pengikatan jual beli, Isi perjanjian pengikatan jual beli, Bentuk perjanjian 

pengikatan jual beli, Kedudukan penjual dan calon pembeli dalam perjanjian 

pengikatan jual beli.  

 

BAB  III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan di bahas yaitu studi 

kasus Nomor 571/Pdt/2017/PT.BDG, 190/PDT/2018/PT. BDG. 
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BAB  IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran bagaimana 

akibat hukum dan kelalaian atau keterlambatan pemenuhan kewajiban dalam 

suatu pengiktan jual beli tanah dan bangunan, serta perlindungan hukum terhadap 

pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan pembatalan  

dalam pengikatan jual beli tanah dan bangunan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan dalam hal mengenai kesimpulan dan saran-saran 

penulis 
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